LARSPETIR Lakonid 8 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
F *_::;., DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
|

Gedung Menara Wijaya Lantal 6
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335
Laman www.pkp.sukoharokab.go.id, Pos-el pkpisukoharjokab.go.id

Clmaa 1-,4;..51

i@f‘

REPUTUSAN KEPALA DNNAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.8.3.2 / 98 [/ 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGEUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang @ a4  bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Knwasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo diperlukan standar
baku pelayanan sebagni pedoman bagi Petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masvarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana di
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukcharjo Provinsi Jawa Tengah tentang
Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah [Himpunan

Peraturan-Peraturan Negam Tahun 1950 Nomor 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5601);

7. Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pelavanan Publik [Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provins Jawa Tengah Nomor 78);



KESATU

10.

11,

12.

13.

T4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negnra Dan
Reformasi Birokrast Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tala Kera Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 74

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2020 wntang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Peraturnn Daerah Kabupaten Sukeharjo Nomor 1 Tahun
2024 tentmng Rumah Susun, dan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,

Peratumn Bupati Sukocharjo Nomor 18 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksansan Peraturan
Datrah Rebupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019
tentang Penyerahan Prosarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanann Peraturan
Dasrah Kabupaten Sukoharje Nomor 13 Tahun 2019
tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan.

Pernturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosia)
Fumah Tidak Layak Humi (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 53),

MEMUTUSKEAN:

: Standar Pelayvanan Publik untuk semua jenis lavanan

dilingkungan Dinas Perumaban dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1.
2,

Pelavanan Rekomendasi Site Plan Perumahan

Pelavanan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak
Huni

Pelayanan Hunian Rusunawa

Pelayanan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
(P8U] Perumahan

Pelavanan Penanganan Permukiman Kumuh Baniuan
Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumub



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

 Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis

layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebhagnimana terlampir dan menjadi bagian vang tidak
terpisahkan dar keputusan ini.

. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo wajib menyusun, menetapkan
maklumat pelayanan sebagal janji dan/atau  komitmen
pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.

. Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaat

dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

. Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan

pelavanan  langsung dengan sesual kebutuhan informasi
masvarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasi-kan,

. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo menetapkan petugas khusus lavanan
dan petugas pengelola pengaduan.

¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ciretapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Jeuar 0%

Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KAHUPATEN SUKOHARJO,

| R

SUYAMTO



JENIS LAYANAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :000,8.3.2/ 9% /2026
TANGOAL : 3 Jaevad Jpdi

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: REKOMENDASI SITE PLAN PERUMAHAN

No

|

Persyamtan Pelayanan

Surnt Permohonan;
Foto Copy KTP Pemohon;
Surat Kuasa bermaterai 10.000;
Folo Copy KTP Penerima Kuasa;
Foto Copy Sertifikat Tanah | Kepemilikan
Tanah;
Dokumen Akad Kerja Sama [bila tanah belum
menjadi hak milik Pemohon);
7. Foto Copy Akta Pendinan Perusahaan [bag
Perusahaan);
8. KKPE (K3FR / PKKPR];
9. SITR / SKKTR ( jika diperiukan |;
10.8urat Pernyatann dan Pengelolaan PSU,;
11.5urat Pemvatann Kesediaan Membantu
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
Huni [ PE-RTLH];
12, Surat Keterangan dan PDAM;
13, Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan
TPS di Lingkungan Perumahan;
14, Sumat Pernyataan Penvediaan Lahan
Pemalcaman;
15.Surat Pernyataan Penggabungan Jalan dan
Saluran dengan saluran yang sudah ada;
16. Surat Keterangan Keanggotann Asosinn;
17.8urat Keterangan Perumahan Subsidi/ MBR
dari Asosiasi (Pemohon Perumahan
| Subsidi/MBR),
18, Surat Keterangan Perumahan Subsidi/ MBR
| dan Bank (Pemohon Perumahan
Subsidi /MBR);
19. Surat Keterangan Bukan Kawasan Banjir;
20, Surat Ukur Resmi dari BPN apabila belum
HGB;
21.Gambar Rencana Site Plan beserta detadl
prasarmna, sarana dan utilitas umum dengan
ukuran gambar minimal A3,

L

o




pengeanhan Rencana Tapak (Site Plan| dengan
melampirkan persyarntan kepada Bupati c.q
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

2. Berkas permohonan dilakukan pemeriksaan
administrasi terhadap kelengkapan
persyaratan Pengesahan Rencana Tapak (Site

3. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan

tidak lengkap sesuai persyaratan administrasi,
maka berkas dokembalikan kepada pemohon

4. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan
lengkap secara ad minisirasi, selanjutnya di
daftar dan dibuatkan tanda terima berkas;

5. Setelah berkas didaftarkan, dilakukan
pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis
Rencana Tapak (Site Plan) dilakukan paparan
pada Sidang Rencana Tapak (Site Plan) dan
dilanjutkan dengan peninjauan lokasi [survey);

&. Hasil Sidang Rencana Tapak (Site Flan) dan
peninjauan lapangan dituangkan dalam Beriia

peninpauan lapangan dilakukan pembabasan
gambar Rencana Tapak [Site Flan) antara Tim

8. Apabila gambar Rencana Tapak (Site Flan|
telah sesual dengan ketentuan, maka
selanjutnya diperbanyak 4 (lima) rangkap yang
merupakan asli dan ditandatangi pemohon;

9. Tim Teknis Rencana Tapak |Site Plan)
membuat draft Surat Rekomendasi Rencana

| 10, Draft Surat Rekomendasi Rencana Tapak
| Site Plan) beserta Lampiran gambar Rencana
Tapak (Site Plan|, selanjutnya diajukan kepada
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk mendapat tanda tangan

| 11. Surat Rekomendasi Rencana Tapak (Site
Plan| beserta gambar kemudian diben |
penomoran dan diserahkan kepada pemohon.

2. |Sistem, mekanisme, I. Pemohon mengajukan permohonan
dan prosedur
Permukiman;
Plan];
untuk dilengkapi;
Acara;
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan
Teknis dengan pemohon;
Tapak (Sue Plan);
Pengesahan;
3. | Jangks waktu
peryeleasian
— | perumahan
4. | Biaya /tarif | Tidak ada biaya

10 harn terhitung sejak pnnnhn;l mmy:huihnl
seluruh  persyaratan dan gambar rencana tapak




Produk pelayanan

Sural Rekomendasi Site Plan Perumahan

pengaduan, RArAN,
dan
masukan

Dasar Hukum

1. Melalui konsultasi/ Adduan secara langsung ke
Kantor DPKF,

2. Melalui telepon ke Kantor DPKP,

3. Melalui Whatsaap (WA| Pelayanan Sie Plan
dengan nomor 0857 1281 B777

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman,

2. Pernturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penvelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

3, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
I8  Tahun 2018 teniang Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

4. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Perubahan Bupat

| Nomor &6 Tahun 2021 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemmturnn Daesrah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Penverahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum.

2

Sarans, prasarana,
dan /atau fasilitas

1. Ruang Rapat |
2. Laptop;
3. Tablet;

4. Printer

5. Jarngan Internet
lﬁ Pulsa.

 Pelayanan diberikan untuk menunjang kepastian

hukum pelayanan Pengesahan Rencana Tapak |Sita
Hmﬂ?mhmg_m?mhm

Jaminan keamanan
dan keselamatan

selaras  dengan lingkungan dan  menjamin
terwujudnya Perumahan yvang layak huni dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,

terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Flt, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
b EAWASAN PERMUKIMAN
E&BH,'FATEH SUKOHARJO,

. ©oldh

g .



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :00083.2/ %8 /2026
TANGGAL % Janvan 026

BETANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI

1. 'F;eruj'nraun Pelayanan

1. Penduduk Dacrah yang memiliki identitas
kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Terdaftar dalam Data Perumahan,

Rumah milik sendiri;

Rumah tidak dalam sengketa;

Hanya memiliki 1 (satu] rumah yang

! dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan

' tanah atau bukti kepemilikan lain yang sah
secara hukum;

6. Belum pernah memperoleh bantuan sosial

| Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak huni

atnu Bantuan sejenis minimal 10 (sepuluh)

tahun terakhir dengan keterangan dari Kepala

Desa/Lurah;

7. Dikecualikan dari ketentuan angka 6 dalam
hal terfadi keadaan Force Majeur, dan

B Bersedia berswadaya dan bekerja sama dalam
sclinp tahapan penyelesaian pelaksanaan
keguatan.

o a2 W

2. | Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Fmiuaui&n calon Penerima Bantuan |

a. Desa/Kelurahan mengajukan usulan
calon by name by address Penerima
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layvak huni vang diketahui oleh
Camat.

b, Usulan by name by address harus sesuai
dengan Data Perumahan dan DTKS.

c. Usulan by name by address Penerima

Bantuan meliputi :
+ nama calon Penerima Bantuan;




 nomor induk kependudukan; dan l
« mnomor kartu keluarga.

d Usulan by name by address Bantuan

Penuinghkntan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni diserahkan kepada Dinas.

2. Verifikam Calon Penerima Bantuan -
a. Dinas melakukan verifiknsi administras:

3. Penetapan Calon Penerima Bantuan :
.

4. Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfantan
Bantuan :
a. Pencairan Bantuan Peningkatan Kualitas

usulan calon Penerima Bantuan
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Lavak
huni .

Dinas melalul TFL melakukan verifikasi
lapangan Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layak huni yang bersumber
dar APBD,

Dnas melakukan verifiknsi Bantuan
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni yang bersumber dari Program
TJSLP,

Untuk melaksanakan verifikasi dibentuk
tim verifikasi.

Penerima Bantuan Peningkatan Kualitus
Rumah Tidak Lavak huni bersumber dari
APBD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pererima Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Lavak hum bersumber dari
program TJSLP berdasarkan kesepakatan
bersama antarn Pemerintnh Daerah dan
pemberi Bantuan.

Rumah Tidak Lavak huni bersumber dar
APRD berbentuk uang dengan cara
pemindahbukuan /transfer dan Rekening
Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima
Hantuan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pencairan Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layak hum yang bersumber
dari program TJSLP berbentuk uang
dengan cara pemindahbukuan [ transfer
dari rekening pemberi Bantuan ke
rekening Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

. Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas

Rumah Tidak Layak huni bersumber dari |




'APBD dalam bentuk uang dilakukan oleh
Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah ke rekening Penerima Bantuan
dalam 1 [satu) tahap,

d. Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layvak huni bersumber dani
Program TJSLP dalam bentuk uang
dilakukan oleh pemberi Bantuan ke
rekening Penerima Bantuan dalam 1 (satu)
tahap.

¢. Pemanfaatan Bantuan dalam bentuk uang
dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan |
cara pemindahbukuan uang dari rekening
Penerima Bantuan ke rekening
toko/ penyedia bahan bangunan untuk
pembelian bahan bangunan.

. Pemindahbukuan vang dilakukan setelah
bahan bangunan dikdrim aleh
toko/ penvedia bahan angunan dan
diterima oleh Penerima Bantuan.

g Pemanfaatan Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak huni dalam
bentuk uang dilakukan dalam 1 {satu)
tahap sesual dengan daftar rencana
pemanfaatan Bantunn dari Penerima
Bantuan.

h. pemanfastan Bantuan sesuai dengan
rincian pembelinn bahan bangunan yang
dibuat oleh Penerima Bantuan
berdasarkan proposal.

5. Pelaporan

a. Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas
Fumah Twdak Layak huni yang bersumber
dan APBD menyusun dan menyampailkan
laporan pertanggungawaban pemanfaatan
Bantuan kepada Bupati melalui Dinas.

b. Kepala Dinas menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan Bantuan
Peninghkatan Kualitas Rumah Tidak Lavak
huni yang bersumber dari APBD kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah

¢. Penerima Bantuan Penimngkatan Kualitas
Rumah Tidak Lavak huni yang hﬂﬂmhﬂ|
dar program TJSLP menyusun dan
menyampaikan laporan
pertanggungiawaban pemanfaatan
Bantuan kepada Pemberi Bantuan melalui
Dhinas.




E Jangka walktu Hari Kerja pukul 07.00 sampai 14.00 (hari

| penyelesaian | jumat}, 1530 (hari Senin-Kamis)

| 4. | Biaya/tarf | Tidak ada biaya/tanf

' 5. | Produk pelayanan Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah
I Tidak Layak huni

| 6. | Penanganan Telp : (0271) 593068

pengaduan, BATHN, Email : pkpiiSukoharjokab.go.id

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sehagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Dasrah Tinghat [I
Batang dengan mengubah Undang-Undang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Darrah-daesmh Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dar Korupsi, Kolust dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3851) sebagaimana telah beberapi kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik |
Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6408},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik




Sarana, prasarana,
dan /atau fasilitas

— e amn o

- & & @

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomaor
6B56);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Mentert Dalam Negerli Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negama
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781},

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharo

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolann
Keuangan Daerah (Lembaran Dasrah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Namor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 300},

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2026 Nomar 7);

. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun

2023 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatnusahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibeh dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2023 tenlang Tata Cara Penganggaran,
Prlaksanann dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

. Persturan Bupati Sukoharjo Nomaor 53 Tahun

2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (Benta Daerah Kabupsten
Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 55);




& Kursi
= AC
« Komputer
&  Prnter
= Telephone
# Alat Tulis Kantor
"2, | Kompetensi Pelnksana 1. Pendidikan formal minimal §1
2, Berorientasi pelayanan
3. Komunikatif
4, Mampu mengoperasikan Komputer
! 5. Mampu Bekerja Tim
3. T’mpl'ﬂnn{ntlmnl » Dilakukan atasan langsung
» Dilakulan berjenjang
s Dilakukan secara kontinyu
s Melakukan Evaluasi
4. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
| 5. | Jaminan pelayanan Diwujudkan dalam kualitas pelayanan santun dan
cepal.
6. | Jaminan keamanan Keamanan dan pelayanan diutamakan bebas dari
dan keselamatan prakiek suap
pelayanan B
7. | Evaluasi kinerja Evaluasi sekurang-kurangnya | kali dalam 1
Pelaksana Tahun

EPALA DINAS PERUMAHAN DAN




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
EABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :000.83.2/ 928 | 2026
TANGOAL @ % Januan 2006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : HUNIAN RUSUNAWA

NO KOMPONEN TRAIAN

1.  Persyaratan Pelayanan | 1.FC KTP (mngkap 5 dilegalisir)

2, FC Kartu Keluarga {[rangkap 5 dilegalisir]

3. FC Surat Nikah | Cerai (rangkap 5 dilegalisir)

4. Burat Keterangan Penghasilan dari
Kades. Lurah /Pimpinan Perusahaan max UMR
(rangkap 5 dilegalisir]

5. durat Keterangan Belum Memiliki Bumah dari
Kades/Lurah (rangkap 5 dilegahsir)

6. Pa Foto 4 x 6 (4 lembar)

7. Burat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
[suiami, istri, rangkap 5)

& membavar Jaminan Sewa 3 x retribusi

9. Surat Pernvataan Kesanggupan Mentaati Tata
Tertib Penghunian

10, Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar

Retribusi dan Non Retnbust

| 11, Permohoman Pendaftaran Tertulls kepada
Kepala DPKF melalui Kepala Badan Pengelola

12. Menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

13. Materai Rp 10,000 (e lembar)

2. | Sistem, mekanisme, 1. Calon penghuni Rusunawa mengajukan
dan prosedur permohonan untuk bisa menjadi penghuni
Rusunawa;

| 2. Bendahara Penerimaan dari DPKP Kabupaten

| Sukoharjo membuat  daftar mtrihu:i]
Rusunawa bag penghuni Rusunawa;

3. Petugas Retribusi dari DPKP  Kabupaten
Sukoharjo  akan  mengambil /memungut
retribusi tersebut di rusunawa kepada masing-
masing penghuni rusunawa;

4. Bendahara penerimaan memeriksa/meneliti
pemungutan retribusi oleh petugas, membuat
rekapitulasi, membubuhkan tanda tangan
selanjutnya Kepala Bidang memeriksa,
fmeneliti  kemudian membubuhkan tanda
tangan, |




Selanjutnya hasil penarikan retribusi tersebut
di setorkan ke Kas Dacrah melalui Bendahara
Penerima di DPKP Kabupaten Sukoharjo dan

| dﬂﬂlﬂiﬂli dengan kuitans,
| 3, |Jangka waktu 12 hari kerja
penvelesaian
4, |Biaya/tarif Tidak ada biaya
5. | Produk pelayanan Hunian Rusunawa

1. Peraturan Kabupaten Sukoharjo

1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke

Kantor DPKP;
2 Melalui telepon ke Kantor DPKP,

3 Melalui Whatsaap (WA) Pelayanan Site Plan
dengan nomor 0B57 1281 8777

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rumah Susun,
dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. F:rltunnﬁuruhﬁmmtﬁ'ﬂhun!lﬂﬁ
tentang Perubahan Atas Peraturan Dlerll.'h
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah
hnhupntmﬁulr.nhl:;h

dan/atau fasilitns

1. Em;hmm
» Jumlah tower 6, masing masing tower terdiri
dari lantai, setinp lantai ada 16 kamar;
¢  Struktur : beton bertulang ada apar di setiap
lantai;
* Air bersih : PDAM Tirta Makmur Sukocharjo;
= Listrik : 900 Va pada tap-tiap kamar;
* Sanitasi : Septictank komunal dan saluran air
kotor tertutup;
» Parkir : lahan parkir motor gratis, parkir
motor terbatas
2. Fasilitas .
= Pos Keamanan (2) Pos;
= Mushola di setiap tower
¢ Selasar buat rapat paguyuban, dan
pertemunn;
* Lapangan/Taman: Lapangan Bola Valy untuk
bermain anak anak dan orang dewasa,
e Tempat usaha,, 4 unit di setiap tower,;




TPS sampah; | unit konteiner
Tempat jemur plhmn

Jaminan pelavanan

A. JAMINAN FELAYAN ADMINISTRASI:

Pendaftaran Transparan, informasi syarat,
biava, kuota.

Tidak dipungut biaya di luar retrnbusi resmi.
Waktu Proses: Verifikasi berkas maksimal "i"l
hari kerja.

SK Sewa terbit maksimal 14 hari kerja setelah
berkas lengkap.

Kontrak Jelas: Perjanjian sewa 3 tahun, bisa
diperpanjang.

Hak & kewnajiban penghuni ditulis jelas.
Pelayanan Pengaduan: Ada kotak saran +
nomor WA pengelola.

Pengaduan ditindaklanjuti max 3 han kerja.

dan keselamatan
pelayanan

Pelanggar kena SP 1-3.

Penjaga keamanan 'I:-ekr.rjn E#jnm i h!.gl
menjadi

3 shift.

Satpam Patroli keliling koridor tiap 2 jam.
Tamu wajib lapor di pos.

Kemitraan Warga RT Rusunawa membuat
Crup WA info cepat jika ada kejadian.

Tata Tertib Tertulis di tap tower,

Dilarang bawa senjata, narkoba, miras,
kertbutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN

SUKOHARJC
NOMOR :0D0.8.3.2)/ J 2026
TANGGAL !
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN : PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DIAN UTILITAS (PSU)
PERUMAHAN
' NO KOMPONEN URALIAN

Persvaratan Pelavanan
I

| Persyaratan umum terdiri dar

a. lokasi PSU sesuail dengan rencana tapak
vang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
dan

b. sesuai dengan dokumen perizinan dan
apesifikasm teknis bangunan.

2. Persyaratan tekmis yakni penyediaan PSU harus
dilaksanakan sesuni dengan ketentunn

peraturan perundang-undangan.

3. Persyaratan administrasi terdin dan

a. dokumen rencana tapak isite plan) vang
telah disahkan oleh pemerintah dasrah;

b. lzin Mendirikan Bangunan (IMB] atau
Persetujunn Bangunan Gedung (PBG); dan

¢. Surat Pelepasan Hak atas tanah dari
pengembang kepada Pemerintah Daerah;
dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

rsm‘.; t "I-r mfhl—unl Il-:l
dan prossdur

permohonan penyerahan PSU kepada Bupati.

2. Bupati menugaskan Tim Verifikast untuk
MEMproses.

J. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas
persvaraian umum, teknis dan administrasi.

4. Tim Venfikas: melakukan pemeriksaan
lapangan dan pemilaian fisik PSU.

2. Tim Verifiknm menyusun laporan hasil
pemeriksaan dan penilatan fisik PSU.

th. Tim Verifiknsi melakukan Sidang Penyerahan

F8U mengundang pengembang.
7. Tim Verifikasi menentukan PSU layak atau

tidak lavak diterima.




B. Jika PSU belum layak diterima, maka
pengembang diberi kesempatan untuk
memperbaiki selama 1 {(satu) bulan,

0. Jika PSU sudah layak diterima, maka Tim
Verifikasi akan membuat berita acara
pemenksaan.

10. Bupati menetapkan PSU vang diterima.

11. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara
serah terima dan penetapan jadwal penyerahan,

12, Penandatanganan Berita Acara Serah Terima

oleh Bupati dan pengembang.
13. Bupati menyernhkan PSU kepada SKPD yang
berwenang dan pengelolaan paling lambat 3
L e ___bulan seteish penyerahan.
Jangka waltu 180 menit
penyclesaian | 00000
Biaya/ tanf Tidak ada biaya /taril
5. |Produk pelavenan | Berita Acara Serah Terima Fenyerahan PSU
Fergm.u.‘mn
fi. | Penanganan A Telp : (0271) 593068

pengaduan, saran,

masukan

b. Web : htips: / /dprasasti sukohardokab go.id /
https: / / sip-
super sukoharjokab.go.id /sipsuper/

c. Instagram : [@psu.dpkpsukoharjo

d. Facebook : PSU DPKFP Sukoharjo
e. Email : kohar

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kowasan Permukiman;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 |

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan

Prasaruna, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan |

Permukiman di Daerah;

3., Peraturan Daerah Kahupaten Sukoharjo Nomor

13 Tahun 2019 tentang Penverahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan;

4. Peraturan Bupati Sukeharjo Nomor 66 Tahun

2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daernh Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun

2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarans
dan Utilitas Perumahan.

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun

2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomaor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas




| Sarana, prasarana,

dan /atau fasilitas

V@ NSk LN
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2 Mempunyal kemampuan dalam pelayanan
masyarakat;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang teknis dan administrasi; .

4. Mempunyal kemampuan dalam berkomunikasi;

5. Memiliki kemampuan mengoperasilan
komputer; dan

Memiliki kemampuan belienja dalam tim.

Pengawasan internal

I. Dilakukan oleh atasan langsung;

2. Rapat pleno anggota tim verifikasi penyerahan
P3U,

3. Sistem pelaporan bulanan.

Jumlah Peluksana

Jaminan pelavanan

Minimal 7 (tujuh) orang.
Pmrmimn PSU {Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum) perumahan dan pengembang ke Pemerintah

Daerah untuk menjamin keberlanjutan
pfmr!ﬂ'mrun dan pengelolaan prasarana. sarmna,

~

Jaminan keamanan
dan keselamatan

Lt o e p—ETE TTETOE

Keamanan dan kenyamanan dlll:n pelayanan
divtamakan dan bebas dar prakiek percaloan dan
FI-.I!P .

"Evaluasi kinerin

Laporen cvaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada atasan baik secara berkalan
setinp bulan dan setiap tahun, maupun apabila
diperfukan sewaktu-waktu,

Flt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
- KAWASAN PERMUKIMAN

H%ﬁgummmm
-PRO JAWA TENGAH

§ SUYAMTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN
SUKOHARJO

NOMOR :00083.2/ 98 / 2026
TANGGAL : 7 Janvan 3028

STANDAR PELAYANAN FUBLIK

JENIS LAYANAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BANTUAN HIBAH
PENINGEATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

A. SERVICE DELIVERY

1. |Persyaratan Pelayanan

2 | Sistem, mekanisme,
dan prosedur

. Rencana Penggunaan Hibah vang dilengkapi

dengan gambar dan Rencana Anggaran Biayva
(RAB) yang diketahui oleh Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Foto keadaan 0% [nol) persen untuk lokas

yang direhab/dibangun

. Susunan pengurus organisasi penerima

bantuan

. Naskah Perjanjian Hibah Daerah {NPHD)
. Sural tanda bukti pembayaran (Format

D.XIL.G)

. Foto copy buku rekening bank pada PT. Bank

Jateng Cabang Sukoharjo alas nama penerima
hibah

. Foto copy KTP penenima bantuan
. Berita Acara Penyernhan Hibah Uang
. Surat pernyataan bertanggungawab

mutlak/pakta integritas dan penenma hibah
yang menyatakan bahwa hibah vang diterima
akan digunakan sesuai dengan rencana,
bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah|

. Hibah kepada Badan dan Lembaga dihcdknn

dengan persyaratan paling sedikit:

A, memiliki kepengurusan di daerah domisili:

b, memiliki keterangan domisili dari
lurah /kepala desa setempat atau sebutan
lninnya;

c. berkedudukan dalam wilayah administras:
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan
Lembaga yang berkedudukan di luar
wilaynh administrasi Pemerintah Daerah
untuk menunjang pencapaian sasaran
progrm dan kegiatan Pemerintah Dasrah
pembert Hibah




1. Pemerintash pusat, pemerintah daerah lnin.n}'n.'
BUMN, BUMD, dan/atau Badan, dan Lembagn
serta Organisasi  Kemasyarakatan  yeng
berbadan hukum Indonesia dapat
menyampaikan usulan Hibah secara tertulis
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah
terkait dalam bentuk proposal vang beris:
paling sedikit:

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh
ketun Kelompok Masyarakar atau sebutan
lain dan calon penerima bantuan,
khususnya untuk Kelompok Masyarakat
dan/atau Organisasi Kemasyarakatan vang
berada di tingkat RT diketahui oleh Ketua
RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lumah dan
Camal setempat;

b. rencana penggunaan bantuan,

. susunan pengurus,; dan

. surat pernyataan belum pernah menerima

bantuan dan APBD pada twhun
acbelumnya, kecuali diatur tersendin oleh
Peraturan perundang-undangan

3. Hibah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daecrah (RKA-Peranghat
Daerah terkait). RKA-Perangkat Daerah terkait
menjadi  dasar penganggaran Hibah dalam
APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bupati menetapkan daftar nama penerima,
alamal penerima  dan besaran Hibah dengan
Keputusan Bupati.

5. Daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD

6. Setinp pemberian Hibah dituanglan dalam
NPHD yang dilandatangani bersama oleh
Bupati dan pencrima hibah. NFHD paling
pedikit memuat ketentuan mengenal
a. pember dan penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah;

€. besaran/rincian penggunaan Hibah yvang
akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tala carn penyaluran/peényerahan Hibah;
dan

f. tats cara pelaporan Hibah.

g Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani NPHD
vaitu Perangknt Daerah terkait

7. Setiap_pemberian Hibah dituangkan dalam |

= n




NPHD yang ditandatangani bersama oleh

Bupati atau OPD terkait dan penenma

8. Syarat Pencairan Hibah :

a. Rencana Penggunaan Hibah vang dilenghkap
dengan gambar dan Rencana Anggaran
Biava (RAB] vang diketahui oleh Repala
Dinas Pekerjaan  Umum dan Penataan
Ruang

b. Fomo keadaan 0% (nol) persen untuk lokasi
yang direhab/dibangun

¢. Susunan pengurus organisasi penerima
bantuan

d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

e. Surat tanda bukti pembavaran (Format
D.XILG|

f. Foto copy buku rekening bank pada PT

Bank Jateng Cabang Sukohanjo atas nama
penerima hibah
Foto copy KTP penerima bantuan
Berita Acara Penyerahan Hibah Uang
Surat PErMYALASRN bertanggungiawab
mutlak/pakta mtegritas dan  penenma
hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesual dengan
rencana, bermaterai Rp, 10.000,00 (sepulub
ribu rupiah)

9. Penerima  Hibah berupa uang wajib
menvampaikan laporan pertanggungiawaban
Hibah kepada Bupati Cg. Kepala Peranghkat
Daerah  terkait. Perangkat Daerah terkait
menerima pertanggungiawaban dar penerima
Hihah.

~ T

Jangka waktu Hari Kerja pukul 07.00 sampai 14.00 (hari jumat),
penvelesaian 15.30 (han S-emn-iianul]

Biayn/tanf T:dlkndlhmu,funf - =
Produk pelayanan Proposal Pencairan Hibah

Penanganan Telp : (027 1) 593068

pengaduan, saran, | Email : pkpl@Sukohanokab.go.d

dan

| Dasar Hukum

1 UnManndmgHmlaTmun 1qsum1un;
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan  Propinsi  Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Dnﬂlh'l'in,gh.tll Batang dengan




tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungsan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) schagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang:
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6490);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran  Negara
Republik Indonesica Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 7153);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 |
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam MNegerd Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolann Keuangan Daerah [Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomot
7 Tahun 2021 tentang Pengelolann Keuangan
Daerah  [Lembaren Daerah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
3004;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan




10. 5K Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 Tahun

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2025 Nomor TJ;

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2023 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan  serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial [Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah deéngan Peraturan Bupati Nomor
54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomar 8 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban  dan
Pelaporan serta  Monitoring dan  Evaluasi
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Kabupaten Sukobano Tabun 2024
Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitns Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh

2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh

Sarana, prasarana,
dan fatau fasilitas

Ruang Tunggy ]
Toilet

Tempat parker
Alaman

Rk

Meja

Kuirsi

AC

Komputer
Printer
Telephone

Alat Tulis Kantor

Pendidikan formal minimal S1

. Berorientasi pelayanan

. Komunikatil

. Mampu mengoperasikan KEomputer

. Mampu Bekerja Tim |

R

* Dilakukan atasan langsung,
2 Dilakukan berjenjang

3 Dilakukan secara kontinyu
4 Melakukan Evaluasi




Juminh Pelaksana

3 ftign] orang

6. | Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif dan dibetikan secara tepal sasaran
7. |Jaminan keamanan | Data-dan informasl pengguna layanan dijamin =~ |
dan keselamatan keamanannyu dan digunakan semata mals hanys I
pelayanar untuk kepentingsn pelayonan
8. | Evaluasi kinerjn Evaluasi sckurang-hurangnya | kali dalam 1
Pelakrana Tahun |




